
 

 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SAMARINDA,  
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20A Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan 

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari 

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dan 

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan 

Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Non Kas, 

dimana Pemerintah Pusat menganggarkan hibah non kas 

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian 

hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat, sehingga 

Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menetapkan 

peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah 

tentang penyertaan modal kepada PDAM; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Samarinda;   

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5907); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat 

Kepada Pemerintah Daerah Dan Penyertaan Modal Daerah 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka 

Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum 

Kepada Pemerintah Pusat Non Kas (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.06/2016 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan 

Piutang Negara; 

 

 

  

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALIKOTA SAMARINDA 

 

MEMUTUSKAN:  

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  (PDAM) KOTA 

SAMARINDA. 
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Pasal  I 

 

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 

Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 13), diubah 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah non kas Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Samarinda 

merealisasikan penyertaan modal berupa non kas sebesar Rp. 

62.402.689.965,88 (enam puluh dua milyar empat ratus dua juta enam ratus 

delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma delapan 

puluh delapan rupiah). 

 

(2) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dapat 

ditambah sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

(3) Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Samarinda sampai dengan batas tertinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima 

puluh milyar rupiah) dilakukan secara bertahap dengan Peraturan Walikota 

dan atau Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Samarinda. 

 

(4) Apabila modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda 

telah melampaui Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka 

penambahan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan atau 

Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Samarinda. 
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                                                   Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 22 September 2016 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

      ttd 

 

                                                                             H. SYAHARIE JA’ANG 

 

 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 22 September 2016 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

                          ttd 

                H. HERMANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR :  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 

 
 

A. FYDAYEEN, SH 
NIP. 19700202 199603 1 002 


